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Penyaluran BLT dan Dana Desa 26 Pemda Bermasalah, Temuan BPK 

 

  
Sumber gambar: 

https://ekonomi.bisnis.com/read/20220603/9/1539687/penyaluran-blt-dan-dana-desa-26-pemda-

bermasalah-temuan-bpk 

 

Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK menemukan adanya masalah penyaluran 

program perlindungan sosial melalui bantuan langsung tunai dan dana desa atau BLT-DD 

di 26 pemerintah daerah atau pemda. Temuan itu akan ditindaklanjuti agar segera terdapat 

perbaikan.  

Hal tersebut disampaikan oleh Ketua BPK Isma Yatun setelah menyerahkan 

Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II Tahun 2021 kepada Ketua Dewan 

Perwakilan Daerah (DPD). Penyerahan IHPS II 2021 berlangsung pada Jumat (3/6/2022) 

di Gedung DPD, Jakarta.  

Isma menyebut bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan prioritas nasional 

pembangunan sumber daya manusia (SDM), terdapat sejumlah temuan pada objek 

pemda. Temuan pertama adalah adanya masalah terkait aspek penyaluran program 

perlindungan sosial melalui BLT-DD pada 26 pemda. 

"Permasalahan tersebut di antaranya penyaluran BLT-DD kepada keluarga 

penerima manfaat yang tidak sesuai dengan kriteria, duplikasi penerima, keluarga 

penerima manfaat BLT-DD menerima bansos lainnya, nilai yang diterima keluarga 

penerima manfaat tidak tepat jumlah, dan penyaluran terlambat dilaksanakan," ujar Isma. 

Kedua, BPK menemukan bahwa seluruh pemerintah provinsi belum sepenuhnya 

memiliki upaya nyata memfasilitasi satuan pendidikan vokasi untuk bekerja sama dengan 

Industri dan Dunia Kerja (IDUKA). Selain itu, penjaminan mutu pendidikan vokasi pun 

belum selaras dengan IDUKA.  
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IHPS II 2021 memuat hasil pemeriksaan tematik atas dua prioritas nasional, yaitu 

penguatan ketahanan ekonomi dan pembangunan SDM. Terkait penguatan ketahanan 

ekonomi, BPK di antaranya menemukan bahwa pemda belum dapat mengoptimalkan 

pemanfaatan aplikasi dalam pelayanan perizinan, karena sistem online Single Submission 

Risk Based Approach (OSS RBA) belum terintegrasi dengan aplikasi layanan persyaratan 

dasar perizinan.  

Lalu, pendataan objek dan wajib pajak daerah serta retribusi daerah belum 

sepenuhnya dilaksanakan secara periodik dan berkelanjutan. Beberapa pemda juga belum 

memiliki basis data objek dan wajib pajak daerah yang lengkap, akurat, dan mutakhir. 

IHPS II Tahun 2021 memuat ringkasan dari 535 laporan hasil pemeriksaan (LHP), 

terdiri atas 3 LHP Keuangan, 317 LHP Kinerja, dan 215 LHP Dengan Tujuan Tertentu. 

Dari 535 LHP, sebanyak 256 merupakan objek pemeriksaan pemda. 

 

Sumber berita: 

1. https://ekonomi.bisnis.com/read/20220603/9/1539687/penyaluran-blt-dan-dana-

desa-26-pemda-bermasalah-temuan-bpk, 03 Juni 2022.  

2. https://tabalong.kalsel.polri.go.id/penyaluran-blt-berlangsung-tertib-dan-lancar/, 24 

Mei 2022. 

 

Catatan: 

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi 

Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa 

Tahun 2022  

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara 

yang diperuntukan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja 

daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, 

pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. 

 

BAB II PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA  

Pasal 5  

(1) Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf 

a diatur dan diurus oleh Desa berdasarkan kewenangan Desa.  

(2) Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan 

untuk program dan/atau kegiatan percepatan pencapaian SDGs Desa melalui:  

a. pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Desa; 
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b. program prioritas nasional sesuai kewenangan Desa; dan  

c. mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam sesuai kewenangan Desa. 

Pasal 6  

(1) Penggunaan Dana Desa untuk pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Desa 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a diprioritaskan untuk 

pencapaian SDGs Desa:  

a. penanggulangan kemiskinan, untuk mewujudkan Desa tanpa kemiskinan;  

b. pembentukan, pengembangan, dan peningkatan kapasitas pengelolaan badan 

usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama untuk pertumbuhan ekonomi 

Desa merata; dan  

c. Pembangunan dan pengembangan usaha ekonomi produktif yang diutamakan 

dikelola badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama untuk 

mewujudkan konsumsi dan produksi Desa sadar lingkungan.  

(2) Penggunaan Dana Desa untuk program prioritas nasional sesuai kewenangan Desa 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b diprioritaskan untuk 

pencapaian SDGs Desa:  

a. pendataan Desa, pemetaan potensi dan sumber daya, dan pengelolaan teknologi 

informasi dan komunikasi sebagai upaya memperluas kemitraan untuk 

pembangunan Desa;  

b. pengembangan Desa wisata untuk pertumbuhan ekonomi Desa merata;  

c. penguatan ketahanan pangan nabati dan hewani untuk mewujudkan Desa tanpa 

kelaparan;  

d. pencegahan stunting untuk mewujudkan Desa sehat dan sejahtera; dan 

e. Pengembangan Desa inklusif untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat 

secara menyeluruh dalam pembangunan Desa. 

(3) Penggunaan Dana Desa untuk mitigasi dan penanganan Bencana Alam dan Nonalam 

sesuai dengan kewenangan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf 

c diprioritaskan untuk pencapaian SDGs Desa:  

a. mitigasi dan penanganan bencana alam;  

b. mitigasi dan penanganan bencana nonalam; dan  

c. mewujudkan Desa tanpa kemiskinan melalui Bantuan Langsung Tunai Dana 

Desa;  
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(4) Bantuan Langsung Tunai Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c 

dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 


